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ABSTRAK :  - bahwa untuk meningkatkan efektivitas, kelancaran, dan peran Komite Pengawas Perpajakan 
perlu menyempurnakan ketentuan mengenai komposisi keanggotaan Komite Pengawas 
Perpajakan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
54/PMK.09 /2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2008 
No. 211, TLN No. 4953); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916);  Perpres 
RI No. 68 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 203); Permenkeu RI No. 54/PMK.09/2008 sebagaimana 
telah diubah dengan Permenkeu RI No. 63/PMK.09/2016 (BN Tahun 2016 No. 636);  Permenkeu 
RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah diubah dengan 
Permenkeu RI No. 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 641); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.09/2016 diubah sebagai 
berikut: 

Ketentuan mengenai Komite Pengawas Perpajakan yaitu terdiri atas Sekretaris Jenderal dan 
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah 5 (lima) orang 
anggota lain yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bukan berasal dari pegawai negeri. 
Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019. 

    

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan diundangkan pada tanggal 11 Maret 2020. 

    

 


